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KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-10.HK.03.02 TAHUN 2025
TENTANG

TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib,

Mengingat

autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola
kearsipan yang lebih baik serta adanya perubahan organisasi
dan tata kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang
berdampak pada kebutuhan di bidang kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi
dan Pemasyarakatan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
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Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

8.  Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN.

Menetapkan pedoman Tata Naskah Dinas untuk mewujudkan
administrasi kedinasan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
merupakan pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk,
pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan
pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Tata Naskah Dinas bagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
merupakan acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ruang lingkup tata Naskah Dinas meliputi:

a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas;
pembuatan Naskah Dinas;

pengamanan Naskah Dinas;

pejabat penandatanganan Naskah Dinas; dan
pengendalian Naskah Dinas.
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AKATAN




